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PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka percepatan penyediaan air minum
bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian
akses aman 100% (seratus persen) air minum, perlu
diberikan akses pembiayaan bagi Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) untuk memperoleh kredit investasi
dari perbankan nasional,

bahwa untuk mendorong perbankan nasional dalam
memberikan kredit investasi kepada PDAM, masih
diperlukan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh
Pemerintah Pusat atas kewajiban pembayaran kredit
investasi PDAM kepada bank;

bahwa Pemerintah Pusat dalam rangka pemberian
jaminan dan subsidi bunga diperlukan adanya
komitmen dari PDAM untuk memenuhi target indikator
kinerja utama dan adanya upaya Pemerintah Daerah
untuk melakukan perbaikan manajemen PDAM;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2009

tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh
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Mengingat

Pemerintah  Pusat dalam  Rangka  Percepatan
Penyediaan Air Minum tidak mengatur tentang
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan
huruf c, sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh
Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan

Air Minum;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN JAMINAN
DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat, yang  selanjutnya  disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya
disebut PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air
minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah.
Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disebut DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
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kepada Daerah  penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.

6. Jaminan Pemerintah Pusat, adalah jaminan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada bank pemberi
kredit sehubungan dengan pembayaran kembali pokok
kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo sebesar
70% (tujuh puluh persen).

7. Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat terhadap bunga atas kredit investasi

yang disalurkan bank kepada PDAM.

Pasal 2

(1) Dalam rangka percepatan penyediaan air minum,
Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan
keuangan negara dapat memberikan:

a. jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM
kepada bank; dan
b. subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank.

(2) Kredit yang dapat disalurkan kepada PDAM dalam
rangka pemberian jaminan dan subsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kredit investasi.

(3) Jaminan dan subsidi bunga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan berdasarkan perjanjian kredit

investasi antara PDAM dan bank.

BAB II
JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 3
Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf a sebanyak 70% (tujuh puluh persen)
dari jumlah kewajiban pembayaran kembali pokok kredit
investasi PDAM yang telah jatuh tempo, dan sisanya
sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari pokok kredit

menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi.
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Pasal 4

Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 diberikan kepada PDAM yang:

a. menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh
hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua
tahun berturut-turut; dan

b. telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar
dari seluruh biaya rata-rata per unit (full cost
recovery) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan selama dua tahun berturut-turut
sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir
masa penjaminan.

Terhadap PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang masih dalam tahap restrukturisasi, juga wajib
memenuhi persyaratan program restrukturisasi dan
mendapat persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Terhadap PDAM yang menunjukan kinerja kurang

sehat atau sakit, Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan

kinerja sampai memenuhi persyaratan untuk

mendapatkan Jaminan Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penyelenggaraan
sistem penyediaan air minum, pemerintahan daerah,
dan keuangan negara.

Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dikoordinasikan oleh ~menteri yang

menyelenggarakan wurusan pemerintah di bidang

pekerjaan umum.

www.peraturan.go.id



